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Abstrak 

Transformasi digital menjanjikan birokrasi Indonesia yang lebih cepat, terintegrasi, prediktif, dan 
adaptif. Namun, penggunaan data, kecerdasan artifisial, otomasi, serta integrasi layanan juga 
memindahkan kekuasaan administratif ke dalam arsitektur digital yang tidak selalu terlihat oleh 
warga. Artikel ini menelaah masa depan birokrasi Indonesia melalui perspektif administrasi 
publik, demokrasi, etika data, kapasitas negara, dan manajemen perubahan. Argumen utamanya 
ialah bahwa birokrasi digital belum tentu demokratis: efisiensi merupakan syarat penting, tetapi 
tidak cukup. Birokrasi demokratis harus menjamin legalitas, keterjelasan alasan, pelindungan 
data, akses yang setara, partisipasi bermakna, hak mengajukan keberatan, serta 
pertanggungjawaban manusia atas keputusan algoritmik. Indonesia telah memiliki landasan 
melalui SPBE, Satu Data Indonesia, keterpaduan layanan digital, dan Undang-Undang 
Pelindungan Data Pribadi. Tantangannya adalah mengubah digitalisasi dari proliferasi aplikasi 
menjadi reformasi proses dan kontrak sosial. Artikel mengusulkan model birokrasi digital-
demokratis yang menggabungkan kapasitas adaptif dengan prinsip human-in-command, audit 
algoritma, public-interest technology, desain inklusif, transparansi pengadaan, dan pengawasan 
berlapis. Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, 
melainkan oleh seberapa besar teknologi memperluas kemampuan warga untuk memahami, 
mengakses, memengaruhi, dan mengoreksi kekuasaan administratif. 

Kata Kunci: birokrasi digital; SPBE; pemerintahan adaptif; demokrasi; kecerdasan artifisial; 
akuntabilitas algoritmik; pelindungan data; pelayanan publik 
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1. Pendahuluan: Ketika Birokrasi Menjadi Infrastruktur Digital 

Birokrasi adalah mesin institusional yang mengubah hukum dan kebijakan menjadi 
keputusan konkret: izin diterbitkan, bantuan disalurkan, pajak dipungut, guru ditempatkan, 
pasien dilayani, dan pengaduan ditangani. Di masa lalu, warga mengenali birokrasi melalui 
kantor, formulir, loket, dan tanda tangan. Kini, kekuasaan administratif semakin hadir melalui 
portal, aplikasi, pertukaran data, dashboard, skor risiko, serta notifikasi otomatis. Perubahan 
bentuk tersebut dapat mengurangi antrean dan biaya transaksi, tetapi juga membuat proses 
keputusan kurang terlihat. Warga mungkin menerima hasil tanpa mengetahui data, aturan, atau 
model yang menghasilkan hasil itu. 

Indonesia bergerak menuju integrasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik, Satu Data Indonesia, arsitektur layanan nasional, dan percepatan transformasi digital. 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menekankan keterpaduan layanan dan aplikasi SPBE 
prioritas, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 membentuk Komite Percepatan 
Transformasi Digital Pemerintah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan kerangka 
pelindungan data pribadi. Landasan ini penting, tetapi keberhasilan tidak dapat diukur hanya 
melalui indeks, jumlah aplikasi, atau persentase layanan daring. Ukuran sesungguhnya ialah 
perubahan kualitas hubungan negara dan warga. 

Judul artikel mengandung ketegangan produktif. Digital menunjuk penggunaan teknologi dan 
data; adaptif menunjuk kemampuan belajar serta merespons perubahan; demokratis menunjuk 
sumber legitimasi, pembatasan kekuasaan, partisipasi, persamaan, dan akuntabilitas. Ketiganya 
dapat saling memperkuat. Data real-time dapat mempercepat respons bencana, integrasi dapat 
mengurangi diskriminasi administratif, dan kanal digital dapat memperluas partisipasi. Namun, 
ketiganya dapat pula bertentangan ketika kecepatan mengurangi due process, adaptasi berubah 
menjadi diskresi tanpa batas, atau integrasi data menciptakan pengawasan berlebihan. 

Pertanyaan utama karena itu bukan apakah birokrasi perlu menjadi digital. Transformasi 
sudah berlangsung dan sebagian besar tidak dapat dibalik. Pertanyaannya ialah bentuk 
kelembagaan apa yang memastikan teknologi tunduk pada hukum dan nilai publik. Artikel ini 
menilai desain, kapasitas, risiko, dan agenda kebijakan agar birokrasi masa depan bukan hanya 
lebih efisien, tetapi lebih dapat dipahami, dijangkau, dan dikoreksi oleh rakyat. 

2. Dari Weber ke Digital-Era Governance 

Birokrasi Weberian dibangun di atas hierarki, kompetensi, aturan tertulis, spesialisasi, dan 
impersonalitas. Model ini berusaha mengganti favoritisme personal dengan keputusan yang 
dapat diprediksi. Kelemahannya muncul ketika aturan menjadi tujuan, organisasi terfragmentasi, 
dan prosedur lebih penting daripada hasil. Reformasi New Public Management kemudian 
memperkenalkan target, kompetisi, kontrak, dan orientasi pelanggan. Pendekatan itu 
meningkatkan perhatian pada kinerja, tetapi di banyak tempat juga memecah layanan ke dalam 
silo dan memperluas ketergantungan pada kontraktor. 
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Digital-era governance menawarkan reintegrasi, organisasi berbasis kebutuhan warga, dan 
digitalisasi menyeluruh (Dunleavy et al., 2006). Reintegrasi berarti menyatukan kembali data serta 
proses yang terpecah; needs-based holism berarti layanan disusun menurut perjalanan hidup 
warga, bukan struktur kementerian; digitalisasi berarti teknologi mengubah proses, bukan 
menyalin formulir kertas ke layar. Bagi Indonesia, pendekatan ini relevan karena warga sering 
harus menyerahkan data yang sama berulang kali kepada instansi berbeda. 

Namun, integrasi menghasilkan pusat kendali baru. Siapa yang menentukan standar data, 
identitas digital, interoperabilitas, dan prioritas layanan memperoleh pengaruh besar atas 
seluruh ekosistem. Standardisasi yang memudahkan warga juga dapat menekan variasi lokal. 
Arsitektur nasional perlu menetapkan common rails, tetapi daerah memerlukan ruang inovasi 
sesuai konteks. Prinsip subsidiaritas digital dapat digunakan: keputusan dan data dikelola pada 
tingkat terendah yang mampu, sementara standar bersama menjamin keterhubungan. 

Evolusi menuju birokrasi digital tidak menghapus nilai Weberian. Legalitas, dokumentasi, 
kompetensi, dan perlakuan impersonal justru penting ketika keputusan diotomasi. Tantangannya 
adalah memperbarui nilai itu: aturan harus machine-readable tetapi juga human-readable; 
dokumentasi mencakup log sistem; kompetensi mencakup literasi data dan etika; impersonalitas 
tidak boleh berubah menjadi ketidakpedulian algoritmik terhadap konteks manusia. 

3. Birokrasi Adaptif dan Kapasitas Belajar Negara 

Birokrasi adaptif mampu mendeteksi perubahan, menguji respons, belajar dari hasil, dan 
menyesuaikan kebijakan tanpa kehilangan tujuan serta legalitas. Pandemi, bencana iklim, 
perubahan teknologi, disrupsi rantai pasok, dan volatilitas ekonomi menunjukkan keterbatasan 
perencanaan linier. Negara memerlukan sensing, sense-making, experimenting, scaling, dan 
stopping. Kemampuan menghentikan program yang tidak efektif sama pentingnya dengan 
memperluas inovasi yang berhasil. 

Adaptasi tidak sama dengan improvisasi. Improvisasi tanpa batas dapat menghasilkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Adaptasi demokratis bekerja dalam koridor: tujuan 
publik jelas, kewenangan memiliki dasar, eksperimen dibatasi waktu, dampak dipantau, dan 
perubahan dijelaskan. Regulatory sandbox dapat berguna untuk layanan baru, tetapi hak dasar 
tidak boleh diperlakukan sebagai variabel eksperimen. Kelompok yang menanggung risiko harus 
diberi informasi dan perlindungan. 

Data mempercepat pembelajaran, tetapi data administratif sering mencerminkan cara 
negara bekerja, bukan keseluruhan realitas sosial. Warga yang tidak memiliki identitas, akses 
digital, atau kemampuan mengurus dokumen dapat hilang dari dataset. Jika ketidakhadiran 
dibaca sebagai tidak membutuhkan layanan, sistem memperkuat eksklusi. Birokrasi adaptif perlu 
menggabungkan data transaksi, survei, observasi lapangan, pengaduan, dan pengetahuan lokal. 

Budaya belajar memerlukan psychological safety bagi aparatur. Pegawai harus dapat 
melaporkan kegagalan dan risiko tanpa takut dihukum secara tidak proporsional, sepanjang 
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bertindak jujur dan kompeten. Sistem yang hanya memberi penghargaan pada kabar baik 
menghasilkan dashboard optimistis tetapi rapuh. After-action review, komunitas praktik, dan 
dokumentasi kegagalan membantu pengetahuan bertahan melewati rotasi pejabat. 

4. Efisiensi: Janji Nyata, tetapi Bukan Nilai Tunggal 

Digitalisasi dapat memangkas waktu, perjalanan, dokumen, serta kontak yang membuka 
peluang pungutan informal. Layanan proaktif bahkan dapat diberikan tanpa permohonan ketika 
sistem mengetahui warga memenuhi syarat. Bagi wilayah kepulauan, pelayanan jarak jauh 
memiliki nilai besar. Interoperabilitas mengurangi kewajiban warga menjadi kurir data 
antarlembaga. Manfaat ini merupakan alasan kuat untuk mempercepat reformasi digital. 

Akan tetapi, efisiensi harus didefinisikan dari perspektif publik. Penghematan biaya instansi 
yang memindahkan beban kepada warga bukan efisiensi sosial. Portal yang mudah bagi pegawai 
tetapi sulit bagi lansia, penyandang disabilitas, atau pengguna internet lambat menghasilkan 
biaya tersembunyi. Evaluasi harus menghitung waktu total warga, tingkat kegagalan, kebutuhan 
bantuan, biaya data, dan perjalanan yang masih diperlukan. 

Efisiensi juga dapat bertentangan dengan due process. Keputusan otomatis cepat, tetapi 
keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian serius. Semakin tinggi dampak keputusan—
bantuan sosial, kesehatan, pajak, sanksi, perizinan, atau penegakan hukum—semakin kuat 
kebutuhan penjelasan, pemeriksaan manusia, dan banding. Kecepatan pada tahap awal tidak 
bernilai bila koreksi kesalahan sangat lambat. 

Birokrasi demokratis mengoptimalkan public value, bukan throughput semata. Public value 
mencakup hasil, keadilan, kepercayaan, hak, ketahanan, dan legitimasi. Balanced scorecard 
layanan digital perlu menggabungkan waktu proses dengan akurasi, inklusi, kepuasan, jumlah 
keberatan, koreksi, insiden data, dan dampak distribusi. 

5. Demokrasi Administratif: Input, Proses, dan Hasil 

Demokrasi biasanya dibahas melalui pemilu dan parlemen, tetapi pengalaman harian warga 
terhadap negara lebih sering terjadi melalui birokrasi. Demokrasi administratif berarti warga 
diperlakukan sebagai pemegang hak, bukan sekadar pengguna aplikasi. Mereka berhak 
mengetahui standar, menerima alasan, didengar, mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan 
memperoleh pemulihan. Prinsip ini menghubungkan administrasi publik dengan kewargaan. 

Legitimasi input bertanya apakah warga dan wakilnya terlibat dalam penetapan tujuan. 
Legitimasi throughput menilai kualitas proses: transparansi, imparsialitas, reason-giving, dan 
akuntabilitas. Legitimasi output menilai apakah layanan efektif dan adil. Teknologi dapat 
memperbaiki output sambil melemahkan throughput bila sistem tertutup. Sebaliknya, proses 
sangat partisipatif tetapi layanan gagal juga mengikis legitimasi. Ketiganya harus dijaga. 

Partisipasi digital menawarkan skala, tetapi mudah berubah menjadi clicktivism 
administratif. Ribuan komentar tidak otomatis memengaruhi keputusan. Instansi perlu 
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menjelaskan isu yang masih terbuka, pilihan, trade-off, siapa yang berpartisipasi, dan bagaimana 
masukan mengubah rancangan. Feedback loop adalah unsur inti: warga harus melihat hubungan 
antara suara dan keputusan. 

Kelompok terorganisasi dan melek digital cenderung lebih terdengar. Karena itu, konsultasi 
daring harus dilengkapi musyawarah tatap muka, sampling deliberatif, fasilitasi bahasa lokal, 
akses disabilitas, serta outreach kepada warga yang jarang menggunakan layanan. Demokrasi 
bukan hanya membuka kanal, tetapi menyeimbangkan kemampuan menggunakan kanal. 

6. Data sebagai Sumber Daya dan Sumber Kekuasaan 

Data memungkinkan negara melihat pola kemiskinan, penyakit, mobilitas, pajak, dan 
kebutuhan layanan. Integrasi dapat mengurangi duplikasi serta mendukung kebijakan presisi. 
Namun, data bukan bahan mentah netral. Kategori, definisi, frekuensi pembaruan, dan metode 
pencocokan menentukan siapa terlihat dan bagaimana mereka diperlakukan. Klasifikasi 
administratif dapat menjadi takdir ketika digunakan lintas layanan tanpa koreksi. 

Prinsip purpose limitation mengharuskan data digunakan untuk tujuan yang jelas. Function 
creep terjadi ketika data yang dikumpulkan untuk satu layanan digunakan bagi pengawasan atau 
keputusan lain tanpa dasar dan ekspektasi yang wajar. Integrasi nasional perlu disertai katalog 
tujuan, dasar hukum, akses, masa simpan, serta catatan penggunaan. Interoperabilitas tidak 
berarti semua data tersedia bagi semua instansi. 

Data minimization sering bertentangan dengan hasrat mengumpulkan data untuk 
kemungkinan masa depan. Birokrasi demokratis mengumpulkan secukupnya, menjaga kualitas, 
dan menghapus ketika tidak lagi diperlukan. Warga harus mempunyai cara mudah melihat dan 
memperbaiki data utama. Kesalahan nama, status, alamat, atau relasi keluarga dapat memutus 
akses layanan; koreksi data merupakan hak substantif. 

Data sovereignty dalam konteks negara tidak berarti isolasi teknologi. Ia berarti kapasitas 
menentukan aturan, lokasi, keamanan, akses, portabilitas, dan kontinuitas layanan. 
Ketergantungan pada vendor dapat mengurangi kendali. Standar terbuka, interoperabilitas, 
escrow kode untuk sistem kritis, dan strategi keluar harus menjadi syarat pengadaan. 

7. Pelindungan Data Pribadi sebagai Infrastruktur Demokrasi 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali 
serta prosesor, pemrosesan, transfer, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Dalam pemerintahan 
digital, pelindungan data bukan hambatan inovasi, tetapi syarat kepercayaan. Warga tidak bebas 
menolak banyak pemrosesan negara; karena ketimpangan kekuasaan ini, pemerintah memikul 
standar kehati-hatian yang tinggi. 

Privacy by design memasukkan pelindungan sejak arsitektur awal: minimisasi, pemisahan 
fungsi, enkripsi, kontrol akses, logging, retensi terbatas, dan default yang aman. Menambahkan 
kebijakan privasi setelah sistem selesai tidak cukup. Data protection impact assessment 
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diperlukan sebelum pemrosesan berisiko tinggi, terutama biometrik, kesehatan, anak, lokasi, dan 
pencocokan lintas basis data. 

Keamanan siber dan privasi berkaitan tetapi tidak identik. Sistem dapat aman dari peretas 
namun tetap melanggar privasi karena mengumpulkan terlalu banyak atau menggunakan data 
secara tidak proporsional. Sebaliknya, tujuan pemrosesan yang sah tidak menjamin keamanan. 
Audit perlu mencakup keduanya. Insiden harus diberitahukan secara cepat, jujur, dan membantu 
warga mengurangi kerugian. 

Pengawasan independen penting karena instansi sekaligus menjadi pengumpul, pengguna, 
dan penilai manfaat data. Otoritas pengawas membutuhkan sumber daya, keahlian, serta jarak 
dari kepentingan operasional. Parlemen, pengadilan, lembaga audit, pers, akademisi, dan 
masyarakat sipil membentuk ekosistem pengawasan yang saling melengkapi. 

8. Kecerdasan Artifisial dan Akuntabilitas Algoritmik 

AI dapat membantu triase pengaduan, deteksi fraud, prediksi kebutuhan, penerjemahan, 
analisis dokumen, dan dukungan keputusan. Sistem generatif dapat membantu aparatur 
menyusun ringkasan atau menjawab pertanyaan. Namun, model dapat berhalusinasi, 
mereproduksi bias, sulit dijelaskan, dan berubah setelah pembaruan. Risiko tidak ditentukan oleh 
label AI, melainkan konteks, dampak, skala, dan kemampuan koreksi. 

Akuntabilitas algoritmik dimulai dari daftar sistem. Pemerintah perlu mengetahui model apa 
digunakan, untuk tujuan apa, vendor siapa, data apa, tingkat risiko, dan siapa bertanggung jawab. 
Algorithmic register publik dapat memberikan deskripsi yang dapat dipahami tanpa membuka 
informasi keamanan sensitif. Sistem berisiko tinggi memerlukan impact assessment, pengujian 
bias, validasi eksternal, pemantauan drift, serta audit berkala. 

Human-in-the-loop sering dipakai sebagai jaminan, tetapi manusia dapat sekadar 
menyetujui rekomendasi mesin karena automation bias atau tekanan target. Prinsip yang lebih 
kuat adalah human-in-command: pejabat memahami keterbatasan, memiliki kewenangan nyata 
untuk menyimpang, mencatat alasan, dan bertanggung jawab. Kapasitas manusia tidak boleh 
dikosongkan setelah otomatisasi. 

Warga yang terdampak berhak memperoleh meaningful explanation: faktor utama, aturan, 
data relevan, batas sistem, dan jalur keberatan. Penjelasan tidak harus membuka kode sumber 
penuh. Yang diperlukan ialah kemampuan memahami alasan dan menggugat kesalahan. 
Pasquale (2015) mengingatkan bahaya black box ketika sistem penting tidak dapat diperiksa. 

9. Diskresi Digital dan Risiko Bias 

Birokrasi tradisional memberi diskresi kepada petugas; birokrasi digital menanamkan 
diskresi ke dalam desain formulir, aturan validasi, bobot model, dan threshold. Diskresi tidak 
hilang, tetapi berpindah dari loket ke ruang desain yang lebih jauh dari warga. Karena itu, desainer, 
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data scientist, vendor, dan pejabat produk menjadi aktor administratif baru yang harus tunduk 
pada etika serta akuntabilitas publik. 

Bias dapat berasal dari data historis, label, sampling, proxy, dan tujuan optimasi. Model yang 
akurat secara rata-rata dapat merugikan kelompok kecil. Fairness memiliki beberapa definisi 
yang kadang tidak kompatibel. Pilihan definisi merupakan keputusan normatif dan tidak boleh 
diserahkan sepenuhnya kepada teknisi. Kelompok terdampak perlu dilibatkan dalam 
menetapkan risiko yang tidak dapat diterima. 

Proxy discrimination terjadi ketika sistem tidak menggunakan kategori sensitif secara 
langsung tetapi menggunakan variabel yang sangat berkorelasi, seperti lokasi atau pola transaksi. 
Audit perlu menguji hasil menurut wilayah, gender, usia, disabilitas, dan kelompok relevan, 
dengan tetap melindungi privasi. Ketidakseimbangan harus memicu investigasi, bukan langsung 
dianggap bukti niat diskriminatif. 

Hak atas perlakuan individual perlu dipertahankan pada keputusan berdampak tinggi. Data 
tidak dapat menangkap seluruh keadaan. Mekanisme exceptional review memungkinkan warga 
menjelaskan konteks dan pejabat menyimpang dari hasil otomatis dengan alasan tercatat. 
Fleksibilitas ini mencegah kekakuan digital tanpa membuka ruang favoritisme yang tidak 
terkendali. 

10. Kesenjangan Digital dan Hak atas Layanan Analog 

Indonesia memiliki keragaman wilayah, konektivitas, literasi, bahasa, usia, pendapatan, dan 
kemampuan. Digital-by-default dapat mempercepat layanan bagi banyak orang, tetapi digital-
only dapat mengubah ketimpangan menjadi eksklusi administratif. Hak tidak boleh bergantung 
pada kepemilikan smartphone, paket data, atau kemampuan melewati verifikasi biometrik. 

Assisted digital service menyediakan pendampingan melalui kantor, desa, perpustakaan, 
pusat komunitas, telepon, atau petugas bergerak. Pendampingan harus melindungi kerahasiaan 
dan mencegah perantara informal mengambil biaya. Kanal analog bukan tanda kegagalan 
transformasi; ia merupakan redundansi dan jaminan hak. Namun, kanal analog juga perlu 
terhubung ke proses inti agar warga tidak menerima layanan kelas dua. 

Desain inklusif mengikuti standar aksesibilitas: navigasi keyboard, pembaca layar, kontras, 
bahasa sederhana, ukuran teks, caption, dan waktu yang cukup. Pengujian harus melibatkan 
pengguna dengan beragam disabilitas dan perangkat murah. Average user adalah abstraksi yang 
sering mengecualikan mereka yang paling membutuhkan layanan. 

Kesenjangan juga terjadi pada kapasitas daerah. Pemerintah daerah kecil dapat tertinggal 
karena kekurangan talenta, anggaran, dan vendor. Platform bersama, cloud pemerintah yang 
aman, pusat kompetensi regional, dan pembiayaan berkeadilan dapat mencegah fragmentasi. 
Standardisasi harus memberi ruang bagi bahasa serta proses lokal. 
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11. Aparatur Sipil Negara dan Masa Depan Pekerjaan Birokrasi 

Otomasi akan mengubah tugas, bukan sekadar mengurangi jumlah pegawai. Entri data, 
verifikasi rutin, dan penyusunan ringkasan dapat berkurang; kebutuhan meningkat pada analisis, 
komunikasi, desain layanan, pengawasan AI, keamanan, mediasi, dan penanganan kasus 
kompleks. Strategi tenaga kerja harus memetakan tugas, kompetensi, dan transisi, bukan 
memulai dari asumsi pengurangan pegawai. 

Reskilling perlu menggabungkan keterampilan teknis dan demokratis. Aparatur 
membutuhkan literasi data, AI, produk digital, privasi, keamanan, etika, komunikasi publik, serta 
hukum administrasi. Kompetensi teknis tanpa orientasi nilai dapat menghasilkan sistem efisien 
tetapi tidak adil. Sebaliknya, pemahaman nilai tanpa kemampuan teknis membuat negara 
tergantung pada vendor. 

Birokrasi adaptif memerlukan tim multidisipliner: policy expert, engineer, designer, legal 
counsel, auditor, frontline worker, dan perwakilan pengguna. Jenjang karier perlu menghargai 
keahlian tanpa memaksa semua ahli menjadi manajer. Rekrutmen talenta digital harus 
kompetitif, tetapi integritas dan pemahaman sektor publik menjadi pembeda dari perusahaan 
teknologi. 

Pengukuran kinerja harus berubah. Target jumlah transaksi dapat mendorong petugas 
menghindari kasus sulit. Ukuran outcome, kualitas, inklusi, dan penyelesaian masalah lebih 
relevan. Aparatur juga membutuhkan hak untuk mempertanyakan model atau target yang 
berisiko. Ethical voice harus menjadi bagian dari profesionalisme. 

12. Pengadaan Teknologi, Vendor, dan Kedaulatan Administratif 

Sebagian besar kapasitas digital pemerintah dibangun bersama sektor swasta. Kolaborasi ini 
wajar, tetapi kontrak menentukan distribusi pengetahuan dan kendali. Jika data, kode, 
dokumentasi, dan keahlian hanya dikuasai vendor, negara kehilangan kemampuan mengawasi 
serta mengganti sistem. Vendor lock-in dapat mengubah keputusan teknis menjadi 
ketergantungan strategis. 

Pengadaan tradisional sering menetapkan spesifikasi rinci sebelum kebutuhan dipahami dan 
menilai keberhasilan saat sistem diserahterimakan. Pendekatan produk digital memerlukan 
discovery, prototyping, pengujian pengguna, delivery bertahap, dan perbaikan berkelanjutan. 
Kontrak harus mengikat outcome, keamanan, interoperabilitas, aksesibilitas, dokumentasi, 
transfer pengetahuan, dan exit plan. 

Transparansi kontrak penting karena desain teknologi membawa pilihan kebijakan. Publik 
perlu mengetahui tujuan, nilai, penyedia, subkontraktor, perubahan, tingkat layanan, insiden, dan 
hak audit. Rahasia dagang harus dibatasi secara proporsional. Klaim proprietary tidak boleh 
menghilangkan kemampuan pemerintah menjelaskan keputusan kepada warga. 
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Penggunaan open source dapat meningkatkan auditabilitas dan mengurangi 
ketergantungan, tetapi bukan obat otomatis. Kode terbuka tetap memerlukan pemeliharaan, 
keamanan, dokumentasi, dan komunitas. Prinsip yang lebih luas ialah open standards, 
portability, modularity, dan public ownership atas arsitektur serta data strategis. 

13. Transparansi, Keterbukaan Informasi, dan Right to Reason 

Birokrasi digital menghasilkan banyak jejak, tetapi banyak data tidak otomatis berarti 
transparansi. Dashboard dapat menampilkan indikator terpilih sambil menyembunyikan definisi 
dan kegagalan. Transparansi substantif memungkinkan pihak luar memahami bagaimana 
keputusan dibuat, siapa bertanggung jawab, data apa digunakan, dan apa hasilnya. Metadata 
serta metodologi sama pentingnya dengan angka. 

Right to reason berarti warga menerima alasan yang relevan, spesifik, dan dapat 
ditindaklanjuti. Pesan 'tidak memenuhi syarat' tidak cukup. Sistem perlu menyebut kriteria yang 
tidak terpenuhi, sumber data, cara koreksi, dan tenggat keberatan. Bahasa hukum perlu 
diterjemahkan ke bahasa sederhana tanpa kehilangan akurasi. Penjelasan yang baik mengurangi 
pengaduan berulang dan meningkatkan kepatuhan. 

Keterbukaan juga harus mencakup kegagalan. Laporan insiden teknologi, downtime, 
pelanggaran data, kesalahan model, serta tindakan koreksi perlu dipublikasikan pada tingkat 
proporsional. Budaya menutupi kegagalan memperbesar risiko sistemik. Safe harbor terbatas 
bagi pelaporan jujur dapat membantu organisasi belajar tanpa menghapus tanggung jawab. 

Audit eksternal memerlukan akses yang lebih dalam daripada publik umum. Auditor harus 
dapat memeriksa data, kode, log, dokumentasi model, dan kontrak dengan perlindungan 
kerahasiaan. Audit keuangan, kinerja, keamanan, privasi, fairness, serta hukum tidak boleh 
berjalan terpisah tanpa koordinasi. 

14. Partisipasi Warga dan Co-production Layanan 

Co-production mengakui bahwa layanan publik dihasilkan bersama warga. Sistem 
kesehatan membutuhkan informasi pasien, pendidikan membutuhkan keterlibatan keluarga, dan 
pengelolaan lingkungan membutuhkan perilaku komunitas. Desain digital yang dibuat bersama 
pengguna cenderung lebih sederhana dan sesuai kenyataan. Namun, co-design tidak boleh 
menjadi kerja gratis yang hanya melegitimasi keputusan yang sudah diambil. 

Citizen journey mapping membantu melihat layanan melintasi organisasi. Warga tidak peduli 
batas kementerian ketika mengurus kelahiran, sekolah, bantuan, usaha, atau kematian. Life-
event services menyatukan proses berdasarkan kebutuhan. Tetapi integrasi harus memberi 
warga visibilitas dan kontrol atas pertukaran data. Kenyamanan dan privasi perlu dirancang 
bersama. 

Pengaduan adalah sumber intelligence, bukan gangguan. Text analytics dapat menemukan 
pola, tetapi keputusan prioritas harus mempertimbangkan kelompok yang jarang mengadu. 
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Ombudsman, call center, loket, dan platform digital perlu berbagi taxonomy serta escalation 
path. Warga harus dapat melacak status dan mengajukan banding. 

Participatory technology assessment dapat digunakan sebelum sistem berdampak tinggi. 
Panel warga mempelajari manfaat, risiko, alternatif, dan safeguards, lalu memberikan 
rekomendasi. Metode ini memperkaya keputusan teknis dengan penilaian sosial serta 
membangun literasi publik. 

15. Hubungan Pusat–Daerah dalam Negara Digital 

Transformasi digital nasional membutuhkan identitas, pembayaran, pertukaran data, 
keamanan, dan standar bersama. Namun, pelayanan banyak diselenggarakan daerah. 
Ketegangan muncul antara integrasi dan otonomi. Sentralisasi penuh dapat mengabaikan 
konteks, sedangkan fragmentasi menghasilkan aplikasi yang tidak terhubung. Arsitektur federatif 
dalam negara kesatuan dapat membagi lapisan platform nasional dan layanan kontekstual 
daerah. 

Data sharing agreements perlu menjelaskan peran pengendali, tujuan, kualitas, keamanan, 
biaya, dan tanggung jawab insiden. Daerah tidak boleh hanya menjadi pemasok data tanpa 
memperoleh kemampuan analitik dan manfaat. Feedback data harus kembali ke frontline untuk 
memperbaiki pelayanan. Kualitas data meningkat ketika penghasil data melihat kegunaannya. 

Inovasi daerah merupakan sumber pembelajaran nasional. Sistem yang berhasil tidak 
seharusnya langsung diwajibkan di semua tempat tanpa evaluasi. Pemerintah pusat dapat 
membuat katalog komponen, sandbox, dan dana replikasi. Scaling membutuhkan adaptasi, 
pelatihan, dukungan, dan pemantauan, bukan sekadar instruksi. 

Keadilan fiskal digital penting. Daerah terpencil menghadapi biaya konektivitas dan talenta 
lebih tinggi. Formula dukungan perlu mempertimbangkan kebutuhan, bukan hanya jumlah 
penduduk atau kemajuan indeks. Jika tidak, digitalisasi memperlebar kualitas negara 
antarwilayah. 

16. Ketahanan, Keamanan Siber, dan Kontinuitas Demokrasi 

Ketergantungan pada sistem digital menciptakan single points of failure. Gangguan pusat 
data, ransomware, kegagalan jaringan, atau kesalahan pembaruan dapat menghentikan banyak 
layanan sekaligus. Ketahanan memerlukan redundansi, segmentasi, backup yang diuji, recovery 
plan, dan latihan. Sistem kritis harus mempunyai degraded mode agar hak dasar tetap dilayani. 

Zero trust architecture mengasumsikan tidak ada akses yang otomatis dipercaya. Namun, 
keamanan tidak boleh membuat layanan tidak dapat digunakan. Risk-based authentication dapat 
menyesuaikan tingkat verifikasi dengan dampak transaksi. Warga yang gagal biometrik 
memerlukan alternatif. Keamanan yang tidak inklusif memindahkan risiko kepada kelompok 
rentan. 
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Keamanan siber juga merupakan masalah demokrasi karena serangan dapat mengganggu 
layanan, memanipulasi informasi, dan mengikis kepercayaan. Koordinasi insiden harus jelas, 
tetapi kewenangan darurat memerlukan batas waktu dan pengawasan. Alasan keamanan tidak 
boleh menjadi pengecualian permanen terhadap keterbukaan. 

Kontinuitas demokrasi berarti kanal partisipasi, keberatan, dan pengawasan tetap berfungsi 
ketika krisis. Protokol darurat harus menjelaskan siapa dapat mengubah aturan algoritmik, 
berapa lama, bagaimana dicatat, dan kapan ditinjau. Keadaan luar biasa tidak boleh menjadi 
jalan masuk normalisasi pengawasan. 

17. Skenario Birokrasi Indonesia 2035 

Skenario pertama adalah negara digital-demokratis. Layanan terintegrasi, proaktif, mudah, 
aman, dan inklusif. AI digunakan secara bertanggung jawab; warga menerima alasan serta 
banding; data dikelola berdasarkan hak; pengawasan independen kuat. Teknologi memperluas 
kapasitas negara dan agensi warga. Kepercayaan tumbuh karena sistem kompeten sekaligus 
dapat dikoreksi. 

Skenario kedua adalah efisiensi teknokratis. Layanan cepat dan terintegrasi, tetapi 
keputusan serta arsitektur tertutup. Warga diperlakukan sebagai objek optimasi. Selama sistem 
akurat, ketegangan tampak kecil; ketika kesalahan atau penyalahgunaan terjadi, mekanisme 
koreksi lemah. Legitimasi bergantung pada performa dan rapuh terhadap krisis. 

Skenario ketiga adalah fragmentasi digital. Ribuan aplikasi, duplikasi data, login berbeda, 
standar tidak kompatibel, dan ketergantungan vendor. Aparatur terbebani input ganda; warga 
tetap menjadi kurir dokumen. Digitalisasi menambah lapisan tanpa reformasi proses. 
Kesenjangan pusat-daerah melebar. 

Skenario keempat adalah negara pengawasan adaptif. Integrasi data dan AI membuat 
pemerintah sangat responsif, tetapi juga mampu memprofilkan serta mengendalikan warga 
secara luas. Efisiensi dan keamanan digunakan untuk membenarkan pengurangan privasi serta 
dissent. Pencegahan skenario ini memerlukan safeguards sebelum kapasitas terbentuk, karena 
pembatasan setelah infrastruktur pengawasan matang jauh lebih sulit. 

18. Kerangka Birokrasi Digital-Demokratis 

Pilar pertama adalah legality by design: setiap proses digital memetakan dasar hukum, 
kewenangan, tujuan, hak, retensi, dan jalur banding. Pilar kedua adalah human dignity: sistem 
menghindari perlakuan reduktif dan menyediakan pertimbangan manusia pada kasus berdampak 
tinggi. Pilar ketiga adalah inclusion: kanal, bahasa, aksesibilitas, dan bantuan memastikan tidak 
ada warga kehilangan hak karena hambatan digital. 

Pilar keempat adalah accountable intelligence: inventaris AI, klasifikasi risiko, impact 
assessment, audit, monitoring, penjelasan, dan human-in-command. Pilar kelima adalah data 
stewardship: minimisasi, kualitas, keamanan, kontrol akses, koreksi, dan pengawasan 
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independen. Pilar keenam adalah open government: kontrak, standar, metrik, insiden, serta 
alasan keputusan dibuka secara proporsional. 

Pilar ketujuh adalah adaptive capacity: eksperimen terkendali, feedback, evaluasi, scaling, 
stopping, dan pembelajaran lintas daerah. Pilar kedelapan adalah public capability: negara 
mempertahankan talenta, arsitektur, data, dan kemampuan mengawasi vendor. Pilar kesembilan 
adalah democratic participation: warga berpartisipasi pada agenda, desain, penilaian risiko, dan 
evaluasi. 

Kesembilan pilar dapat diterjemahkan ke maturity model. Tingkat awal fokus pada 
kepatuhan; tingkat berkembang pada integrasi; tingkat matang pada outcome dan hak; tingkat 
transformatif pada pembelajaran serta co-governance. Kematangan tidak diukur dari 
kecanggihan teknologi saja. Sistem sederhana yang adil dan andal lebih matang daripada AI 
kompleks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

19. Agenda Kebijakan untuk Indonesia 

Pertama, sederhanakan proses sebelum mendigitalisasi dan hentikan proliferasi aplikasi. 
Kedua, bangun digital public infrastructure yang modular, aman, interoperabel, dan berorientasi 
hak. Ketiga, bentuk registri publik sistem algoritmik serta wajibkan impact assessment bagi 
penggunaan berisiko tinggi. Keempat, pastikan seluruh keputusan berdampak menyediakan 
alasan, koreksi data, pemeriksaan manusia, dan banding. 

Kelima, operasionalkan UU Pelindungan Data Pribadi melalui privacy by design, petugas 
pelindungan data yang kompeten, audit, serta pengawasan independen. Keenam, pertahankan 
assisted digital dan jalur analog yang setara. Ketujuh, reformasi pengadaan agar mendukung 
pengembangan iteratif, standar terbuka, transfer pengetahuan, hak audit, dan exit plan. 

Kedelapan, kembangkan profesi digital publik serta reskilling ASN; gabungkan teknik, 
kebijakan, hukum, desain, dan etika. Kesembilan, perkuat kapasitas daerah melalui platform 
bersama, pusat kompetensi regional, dan pembiayaan afirmatif. Kesepuluh, buka data kinerja, 
kontrak, insiden, serta hasil audit dalam format yang dapat dianalisis. 

Kesebelas, bentuk forum partisipatif untuk menilai teknologi berdampak tinggi. Kedua belas, 
gunakan indikator demokratis dalam evaluasi SPBE: akses, fairness, penjelasan, keberatan, 
koreksi, privasi, dan kepercayaan. Ketiga belas, lakukan stress test keamanan dan kontinuitas. 
Keempat belas, bangun budaya yang memberi ruang bagi aparatur serta warga untuk 
menyampaikan kabar buruk dan memperbaiki sistem. 

20. Penutup: Teknologi yang Memperluas Kewargaan 

Birokrasi masa depan Indonesia hampir pasti lebih digital dan harus lebih adaptif. Namun, 
demokratis atau tidaknya bukan konsekuensi otomatis teknologi. Ia merupakan hasil pilihan 
mengenai arsitektur, hukum, kontrak, standar, kompetensi, dan pengawasan. Efisiensi dapat 
memperkuat legitimasi, tetapi hanya bila manfaatnya adil dan kesalahan dapat dikoreksi. 



 
Rudy C Tarumingkeng Birokrasi Masa Depan Indonesia: Digital, Adaptif, tetapi 

Seberapa Demokratis? 

 

16 

Birokrasi demokratis tidak menolak data atau AI. Ia menolak penggunaan tanpa alasan, 
batas, dan tanggung jawab. Ia mengakui bahwa keputusan teknis dapat menjadi keputusan politik 
karena menentukan visibilitas, prioritas, dan distribusi hak. Karena itu, public-interest technology 
harus dibangun bersama administrasi hukum, etika, dan partisipasi. 

Indonesia memiliki peluang melompati fragmentasi lama melalui layanan terintegrasi dan 
proaktif. Peluang itu hanya berkelanjutan bila warga percaya bahwa data mereka aman, sistem 
memperlakukan mereka secara adil, dan manusia tetap bertanggung jawab. Kepercayaan tidak 
diperoleh melalui slogan transformasi, tetapi melalui pengalaman layanan yang mudah sekaligus 
bermartabat. 

Ukuran akhir birokrasi masa depan bukan jumlah aplikasi, kecepatan respons AI, atau 
banyaknya basis data terhubung. Ukurannya ialah apakah seorang warga—termasuk yang miskin, 
jauh, lansia, disabilitas, atau berbeda pendapat—lebih mampu memperoleh hak, memahami 
keputusan, menyampaikan suara, dan menuntut koreksi. Teknologi yang memperluas 
kemampuan tersebut memperkuat demokrasi; teknologi yang hanya memperluas kemampuan 
negara belum cukup. 

21. Reformasi Proses: Dari Digitalisasi Formulir ke Rekayasa Ulang 

Negara 

Banyak program digital bermula dengan memindahkan formulir kertas ke portal. Langkah ini 
memberi kenyamanan tertentu, tetapi tidak mengubah logika proses. Warga tetap diminta 
mengisi data yang sudah dimiliki pemerintah, memperoleh rekomendasi berjenjang, mengunggah 
dokumen hasil instansi lain, dan menunggu persetujuan manual yang tidak menambah nilai. 
Digitalisasi semacam itu menghasilkan digital red tape. Rekayasa ulang proses perlu 
menanyakan tujuan setiap tahap, risiko apa yang dikendalikan, apakah kontrol masih relevan, dan 
apakah data dapat diverifikasi langsung. Tahap yang tidak memberi nilai publik harus dihapus, 
bukan diotomasi. 

Prinsip once-only dapat mengurangi beban: warga memberikan data dasar sekali, kemudian 
instansi menggunakan data tersebut secara sah dengan jejak akses dan kontrol yang sesuai. 
Namun, once-only tidak boleh berubah menjadi forever-use. Warga perlu mengetahui kapan data 
dipakai dan dapat memperbaikinya. Data yang sensitif memerlukan pembatasan lebih kuat. 
Implementasi juga harus menghindari satu kesalahan induk menyebar ke seluruh layanan. 
Mekanisme koreksi lintas instansi, provenance, dan versioning menjadi bagian dari kualitas 
administrasi. 

Life-event approach menyusun layanan berdasarkan peristiwa seperti kelahiran, masuk 
sekolah, mencari kerja, membuka usaha, sakit, pindah, pensiun, dan kematian. Pendekatan ini 
memaksa instansi berkolaborasi. Satu peristiwa dapat memicu beberapa hak dan kewajiban 
secara proaktif. Namun, layanan proaktif harus memberi notifikasi, pilihan, dan transparansi. 
Tidak semua warga menginginkan rekomendasi atau pertukaran data otomatis. Consent bukan 
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selalu dasar yang tepat dalam relasi negara, tetapi agency tetap dapat dijaga melalui kontrol yang 
bermakna. 

Process mining dapat menemukan bottleneck dari log transaksi. Teknologi ini berguna bila 
data proses akurat, tetapi dapat mendorong manajemen hanya mengoptimalkan yang terukur. 
Waktu percakapan dengan warga kompleks mungkin terlihat tidak efisien tetapi meningkatkan 
keadilan. Analisis kuantitatif perlu dipadukan dengan observasi frontline dan wawancara. Kaizen 
birokrasi bekerja ketika pegawai pelaksana, pengguna, serta pengambil keputusan bersama-
sama memetakan masalah dan menguji perbaikan. 

Reformasi proses perlu mempunyai owner lintas organisasi. Jika setiap instansi 
mengoptimalkan bagiannya, perjalanan warga tetap terfragmentasi. Product owner publik harus 
bertanggung jawab atas outcome end-to-end, memiliki kewenangan koordinasi, dan diawasi 
melalui indikator publik. Anggaran berbasis program lintas instansi dapat mengurangi konflik 
insentif. Tanpa perubahan tata kelola, integrasi teknologi hanya membangun jembatan di atas silo 
yang tetap berdiri. 

22. AI Generatif dalam Administrasi Publik 

AI generatif berbeda dari otomasi berbasis aturan karena menghasilkan teks, gambar, kode, 
atau ringkasan secara probabilistik. Dalam birokrasi, teknologi ini dapat membantu mencari 
regulasi, merangkum dokumen, membuat draf komunikasi, menerjemahkan bahasa, dan 
mendukung knowledge management. Manfaat terbesar mungkin bukan mengganti keputusan 
pejabat, melainkan mengurangi pekerjaan kognitif rutin agar aparatur fokus pada penilaian, 
empati, dan koordinasi. Namun, keluaran yang fasih dapat menyembunyikan kesalahan faktual. 

Penggunaan internal memerlukan classification of use. Tugas berisiko rendah, seperti 
brainstorming atau perbaikan tata bahasa, dapat diberi kontrol ringan. Tugas menengah, seperti 
ringkasan dokumen, memerlukan verifikasi sumber. Tugas tinggi, seperti rekomendasi kelayakan 
bantuan, diagnosis, sanksi, atau penegakan, tidak boleh mengandalkan keluaran generatif tanpa 
validasi ketat dan dasar hukum. Data rahasia serta pribadi tidak boleh dimasukkan ke layanan 
publik tanpa kontrak, keamanan, dan konfigurasi yang memadai. 

Retrieval-augmented generation dapat menghubungkan model dengan sumber resmi dan 
menyertakan kutipan. Pendekatan ini mengurangi tetapi tidak menghapus halusinasi. Sistem 
perlu menampilkan sumber, tanggal, dan tingkat keyakinan serta memungkinkan pegawai 
membuka dokumen asli. Knowledge base harus dikelola: regulasi yang dicabut, putusan baru, 
dan pedoman lokal perlu diperbarui. Kualitas jawaban bergantung pada kualitas tata kelola 
pengetahuan. 

Ketika chatbot melayani warga, identitas mesin harus jelas. Warga harus tahu bahwa mereka 
berinteraksi dengan AI, batas kemampuannya, penggunaan data, dan cara beralih kepada 
manusia. Chatbot tidak boleh menciptakan hak atau kewajiban baru melalui jawaban yang salah. 
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Percakapan penting perlu mempunyai nomor referensi, dan pernyataan resmi harus dibedakan 
dari panduan umum. Bahasa yang sopan tidak boleh menggantikan akurasi administratif. 

AI generatif juga dapat mengubah distribusi pengetahuan di dalam birokrasi. Pegawai junior 
memperoleh akses cepat pada ringkasan, tetapi dapat kehilangan pembelajaran mendalam bila 
selalu bergantung pada model. Senior dapat mengaudit lebih cepat, tetapi bias mereka juga dapat 
diskalakan melalui template. Kebijakan penggunaan harus disertai pelatihan epistemik: 
memeriksa sumber, memahami ketidakpastian, membedakan fakta dan inferensi, serta 
bertanggung jawab atas produk akhir. 

23. Audit Demokratis dan Pengawasan Berlapis 

Audit demokratis melampaui pemeriksaan apakah sistem berjalan sesuai spesifikasi. Ia 
bertanya apakah tujuan sah, dampak proporsional, hak dilindungi, dan alternatif kurang invasif 
dipertimbangkan. Sistem dapat sangat akurat tetapi tidak demokratis bila tujuannya melanggar 
hak atau pengawasannya tidak memadai. Audit perlu dimulai sebelum pengadaan melalui 
problem framing, bukan hanya setelah implementasi. 

Model three lines dapat diperbarui. Lini pertama adalah pemilik layanan, pengembang, dan 
manajer yang mengendalikan risiko sehari-hari. Lini kedua adalah fungsi privasi, keamanan, 
risiko, hukum, etika, dan kualitas yang menetapkan standar serta memantau. Lini ketiga adalah 
audit internal independen. Di luar organisasi terdapat BPK, Ombudsman, parlemen, pengadilan, 
otoritas data, pers, peneliti, dan masyarakat sipil. Tumpang tindih tertentu berguna, tetapi 
mandat dan pertukaran temuan harus jelas. 

Audit algoritmik memiliki beberapa lapisan: audit tujuan dan legalitas; audit data; audit 
model; audit antarmuka serta workflow; audit outcome; dan audit governance. Fokus pada kode 
saja terlalu sempit. Diskriminasi dapat muncul dari cara petugas menggunakan skor atau dari 
kesulitan warga mengajukan banding. Audit lapangan perlu mengamati praktik, bukan hanya 
dokumentasi. Red-team dapat menguji penyalahgunaan, serangan, dan skenario ekstrem. 

Independensi auditor memerlukan akses dan perlindungan. Kontrak vendor harus 
memberikan hak audit atas model, data training yang relevan, log, subprosesor, serta perubahan. 
Auditor eksternal dapat terikat kerahasiaan tanpa kehilangan kemampuan menyampaikan 
temuan substantif. Ringkasan publik perlu memuat ruang lingkup, metode, keterbatasan, 
temuan, respons manajemen, dan status perbaikan. Audit yang dirahasiakan seluruhnya tidak 
membangun akuntabilitas publik. 

Pengawasan warga dapat diperkuat melalui civil society audit dan bug bounty sosial. Peneliti 
dapat menguji pola diskriminasi dengan akses data aman, sementara organisasi komunitas 
melaporkan dampak yang tidak terlihat dalam metrik. Safe harbor bagi penelitian beritikad baik 
mencegah penggunaan hukum keamanan untuk membungkam temuan. Responsible disclosure 
memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki kerentanan sebelum publikasi penuh. 
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24. Etika, Legalitas, dan Pertanggungjawaban Manusia 

Pedoman etika sering berisi prinsip yang indah tetapi tidak mengikat keputusan. Agar 
operasional, setiap prinsip perlu diterjemahkan ke artefak: checklist, kriteria risiko, persyaratan 
kontrak, test case, log, review gate, dan indikator. Fairness memerlukan pengujian; transparency 
memerlukan dokumentasi dan penjelasan; accountability memerlukan nama pejabat serta 
konsekuensi. Ethics by design bukan mengganti hukum, melainkan mengisi ruang penilaian 
sebelum kerugian terjadi. 

Pertanggungjawaban manusia harus menghindari accountability sink, yaitu keadaan ketika 
semua pihak terlibat tetapi tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Pengembang 
menunjuk data, pejabat menunjuk vendor, vendor menunjuk spesifikasi, dan pimpinan menunjuk 
sistem. RACI untuk sistem digital perlu menetapkan siapa responsible, accountable, consulted, 
dan informed pada setiap tahap. Untuk keputusan individual, harus ada pejabat atau unit yang 
dapat mengubah hasil dan memberi pemulihan. 

Legalitas algoritmik membutuhkan kemampuan menerjemahkan aturan ke kode tanpa 
menghilangkan nuansa. Rules as code dapat meningkatkan konsistensi dan simulasi kebijakan, 
tetapi teks hukum tidak selalu deterministik. Istilah seperti wajar, patut, atau kepentingan terbaik 
memerlukan penilaian. Kode tidak boleh diam-diam menjadi versi hukum yang lebih kuat 
daripada peraturan. Perubahan kode yang memengaruhi hak harus mengikuti change control, 
legal review, testing, dan dokumentasi. 

Proporsionalitas menyediakan kerangka: apakah tujuan sah; apakah teknologi cocok; 
apakah ada alternatif kurang merugikan; dan apakah manfaat seimbang dengan dampak. 
Pengenalan wajah untuk akses gedung berbeda risikonya dari pemantauan warga di ruang publik. 
Skala, persistensi, kemampuan penggabungan, dan konsekuensi salah identifikasi harus dinilai. 
Sistem yang tidak lolos uji proporsionalitas sebaiknya tidak digunakan meski teknisnya 
memungkinkan. 

Pemulihan adalah ujian paling konkret. Warga yang dirugikan memerlukan koreksi cepat, 
pengembalian hak, kompensasi bila tepat, dan pencegahan pengulangan. Menghapus data salah 
tanpa memperbaiki keputusan turunan tidak cukup. Instansi perlu menelusuri downstream 
effects dan memberitahu pihak lain. Remedy by design harus dibangun bersama sistem karena 
koreksi setelah arsitektur matang sering mahal dan lambat. 

25. Indikator Kematangan yang Demokratis 

Indeks transformasi sering memberi bobot besar pada kebijakan, arsitektur, aplikasi, dan 
proses internal. Perspektif demokratis menambahkan indikator pengalaman serta hak. 
Accessibility rate mengukur keberhasilan kelompok beragam, bukan hanya kepatuhan teknis. 
Explanation quality dapat diuji melalui kemampuan pengguna memahami alasan. Contestability 
mengukur kemudahan, waktu, biaya, dan hasil keberatan. Privacy maturity menilai praktik aktual, 
bukan dokumen. 
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Fairness dashboard perlu menghindari ranking simplistik. Perbedaan outcome dapat 
memiliki banyak sebab. Dashboard menampilkan distribusi, confidence interval, data quality, 
dan konteks, lalu memicu review. Tujuannya bukan mempermalukan unit, tetapi menemukan 
pola. Data kelompok sensitif perlu diproses dengan safeguards. Paradoksnya, mengukur 
diskriminasi kadang membutuhkan data sensitif; governance yang ketat memungkinkan 
pengukuran tanpa penyalahgunaan. 

Trust diukur secara multidimensi: kompetensi, benevolence, integritas, fairness, dan 
keterbukaan. Survei umum dipadukan dengan pengalaman transaksi, perilaku, dan data keluhan. 
Tingkat penggunaan tinggi tidak otomatis berarti percaya karena layanan pemerintah sering wajib. 
Warga mungkin patuh sambil merasa tidak berdaya. Pertanyaan survei perlu menilai apakah 
warga merasa dapat memperoleh penjelasan dan koreksi. 

Adaptive capacity dapat diukur melalui lead time perubahan, jumlah eksperimen, proporsi 
yang dihentikan, waktu respons insiden, penyebaran pembelajaran, dan kualitas post-
implementation review. Namun, banyak eksperimen bukan selalu baik. Indikator mencakup nilai 
dan keamanan eksperimen. Organisasi matang mampu mengatakan tidak kepada teknologi yang 
populer tetapi tidak relevan, serta mampu memensiunkan sistem lama. 

Public value scorecard dapat menghubungkan lima perspektif: warga dan hak; hasil layanan; 
proses serta integritas; kapabilitas manusia dan teknologi; ketahanan fiskal serta siber. 
Hubungan sebab-akibat perlu diuji. Penghematan biaya yang meningkatkan exclusion rate bukan 
kemajuan. Scorecard dipublikasikan dengan target, baseline, tren, dan tindakan koreksi. 
Indikator menjadi alat dialog, bukan ritual pelaporan. 

26. Peta Jalan 2026–2035 

Fase pertama, 2026–2027, adalah konsolidasi fondasi. Pemerintah memetakan seluruh 
aplikasi, basis data, kontrak, dan AI; menghapus duplikasi; menetapkan klasifikasi risiko; 
memperkuat privacy serta security baseline; dan memilih beberapa life-event prioritas. Inventaris 
harus mencakup shadow systems yang dibuat unit kecil. Pada fase ini, penghentian aplikasi yang 
tidak bernilai sama pentingnya dengan peluncuran baru. 

Fase kedua, 2028–2030, adalah integrasi berorientasi hak. Digital public infrastructure 
digunakan lintas layanan dengan kontrol akses dan consent atau dasar hukum yang jelas. Registri 
algoritmik, impact assessment, right to reason, dan jalur banding menjadi standar. Assisted 
digital diperluas. Pengadaan baru mewajibkan modularity, portability, audit, dan knowledge 
transfer. Daerah menerima dukungan kapasitas yang terukur. 

Fase ketiga, 2031–2033, adalah birokrasi prediktif yang terkendali. Analitik serta AI 
membantu deteksi kebutuhan dan pencegahan masalah, tetapi keputusan berdampak tinggi 
tetap contestable. Participatory technology assessment menjadi praktik reguler. Data trust atau 
mekanisme stewardship dapat diuji untuk penggunaan lintas sektor. Audit outcome serta fairness 
dilakukan berulang, bukan sekali sebelum peluncuran. 
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Fase keempat, 2034–2035, adalah co-governance digital. Warga tidak hanya menggunakan 
layanan, tetapi ikut menetapkan prioritas, menilai teknologi, dan mengawasi hasil melalui 
institusi deliberatif. Infrastruktur digital publik mendukung inovasi sosial dan swasta dengan 
batas hak yang kuat. Indonesia dapat mengekspor standar dan pembelajaran pemerintahan 
digital yang sesuai demokrasi negara besar, majemuk, dan kepulauan. 

Peta jalan memerlukan steering mechanism lintas pemerintahan. Target tahunan harus 
fleksibel pada teknologi tetapi tetap pada prinsip hak. Independent review setiap dua tahun 
menilai kemajuan, risiko, dan kebutuhan perubahan. Sunset clause diterapkan pada kewenangan 
atau sistem berisiko tinggi. Anggaran mengalokasikan biaya operasi, pemeliharaan, keamanan, 
pelatihan, dan decommissioning, bukan hanya pembangunan. Transformasi berkelanjutan 
terjadi ketika kemampuan merawat dan menghentikan sama kuat dengan kemampuan memulai. 

27. Pelajaran Perbandingan Internasional 

Estonia sering menjadi rujukan karena identitas digital, pertukaran data, dan layanan daring 
yang matang. Pelajaran utamanya bukan menyalin aplikasi, melainkan membangun trust 
architecture: pembagian data yang terdesentralisasi, jejak akses, aturan jelas, dan literasi. 
Indonesia jauh lebih besar, majemuk, serta tidak merata; karena itu, federasi arsitektur dan 
assisted digital lebih penting. Keberhasilan negara kecil tidak dapat dipindahkan tanpa adaptasi 
terhadap skala dan kapasitas daerah. 

India menunjukkan potensi digital public infrastructure dalam skala besar melalui identitas, 
pembayaran, dan pertukaran dokumen, sekaligus memperlihatkan perdebatan mengenai 
eksklusi, privasi, dan ketergantungan autentikasi. Pelajarannya: efisiensi skala harus disertai 
fallback, grievance redress, serta evaluasi dampak pada kelompok rentan. Success rate 99 
persen masih berarti jutaan kegagalan bila populasinya sangat besar. Statistik rata-rata perlu 
diterjemahkan ke jumlah manusia. 

Uni Eropa mengembangkan pendekatan berbasis risiko terhadap AI dan pelindungan data. 
Kekuatan pendekatan ini ialah kewajiban yang berbeda menurut dampak serta perhatian pada 
hak. Tantangannya adalah kompleksitas kepatuhan dan kapasitas penegakan. Indonesia dapat 
mengambil prinsip risk-tiering tanpa menyalin seluruh struktur. Sistem berisiko rendah 
memerlukan inovasi cepat; sistem berisiko tinggi memerlukan bukti, audit, dokumentasi, dan 
pengawasan lebih kuat. 

Pengalaman berbagai negara kesejahteraan menunjukkan bahaya automated suspicion 
ketika sistem fraud menarget kelompok miskin dengan data serta proxy yang bias. Kerugian bukan 
hanya salah pembayaran, tetapi stigma, utang, tekanan psikologis, dan hilangnya kepercayaan. 
Pencegahan fraud sah, tetapi presumption of innocence, proporsionalitas, dan kualitas banding 
harus dipertahankan. Algoritma tidak boleh mengubah penerima layanan menjadi tersangka 
permanen. 
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Perbandingan internasional terbaik berfokus pada capability dan safeguard, bukan ranking. 
Indonesia dapat menggabungkan inovasi skala, tradisi musyawarah, jaringan pemerintahan desa, 
dan ekonomi digital yang dinamis. Kontribusi khas Indonesia ialah model pemerintahan digital 
bagi demokrasi kepulauan dengan variasi kapasitas sangat besar. Keberhasilan berarti 
membangun standar nasional yang kuat sekaligus ruang lokal yang hidup. 

28. Ilustrasi Kasus: Bantuan Sosial, Perizinan, dan Kesehatan 

Bayangkan sistem bantuan sosial yang menggabungkan data kependudukan, pendapatan, 
konsumsi, dan lokasi untuk menentukan kelayakan. Integrasi dapat mengurangi duplikasi serta 
mempercepat bantuan. Namun, pekerja informal memiliki pendapatan fluktuatif, alamat 
berubah, dan transaksi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan. Sistem perlu menggabungkan 
pembaruan komunitas, self-declaration dengan verifikasi proporsional, serta exceptional review. 
Warga yang ditolak harus mengetahui faktor utama dan dapat memperbaiki data tanpa perjalanan 
mahal. 

Dalam perizinan usaha, risk-based approach dapat membedakan kegiatan rendah dan tinggi 
risiko. Usaha kecil memperoleh izin otomatis, sedangkan aktivitas berbahaya diperiksa 
mendalam. Demokratisasi muncul bila kriteria risiko terbuka, konsisten, dan dapat digugat. 
Sebaliknya, skor yang tertutup dapat menjadi sumber diskriminasi atau korupsi baru. 
Pengawasan harus memeriksa apakah otomatisasi benar-benar mengurangi beban atau hanya 
memindahkan persyaratan ke tahap setelah izin. 

Dalam kesehatan, AI dapat membantu triase dan prediksi kebutuhan obat. Kesalahan 
memiliki konsekuensi serius, sehingga model harus divalidasi pada populasi Indonesia, termasuk 
variasi wilayah dan fasilitas. Dokter atau tenaga kesehatan tetap bertanggung jawab dan perlu 
memahami batas. Pasien diberi informasi saat AI berperan signifikan. Data kesehatan tidak boleh 
digunakan untuk tujuan komersial atau penegakan lain tanpa dasar kuat. 

Dalam pengaduan publik, natural language processing dapat mengelompokkan ribuan 
laporan dan mendeteksi isu berulang. Tetapi model cenderung memprioritaskan bahasa yang 
jelas dan umum. Bahasa daerah, ejaan tidak standar, atau ekspresi emosi dapat salah klasifikasi. 
Sampel audit manusia dan evaluasi per kelompok bahasa diperlukan. Kanal telepon serta tatap 
muka tetap tersedia, dan pengaduan anonim dilindungi bila risiko pembalasan tinggi. 

Ketiga ilustrasi menunjukkan satu prinsip: risiko muncul pada interaksi data, model, 
workflow, dan institusi. Model akurat tidak menolong jika data terlambat, petugas tidak memiliki 
kewenangan koreksi, atau banding tidak berfungsi. Sebaliknya, teknologi sederhana dapat 
menghasilkan nilai besar bila proses jelas dan manusia kompeten. Evaluasi harus end-to-end 
serta dimulai dari pengalaman warga. 
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29. Agenda Penelitian dan Pendidikan Administrasi Publik 

Transformasi digital membutuhkan agenda riset lintas disiplin. Administrasi publik meneliti 
kewenangan, organisasi, dan akuntabilitas; ilmu komputer meneliti model serta keamanan; 
hukum menilai legalitas dan hak; ilmu sosial mengkaji distribusi dampak; desain menilai 
pengalaman; etika membahas nilai. Penelitian terfragmentasi menghasilkan solusi parsial. 
Laboratorium kebijakan publik digital dapat mempertemukan disiplin dan pemerintah daerah. 

Metodologi perlu menggabungkan audit teknis, analisis hukum, etnografi birokrasi, survei 
warga, eksperimen layanan, dan evaluasi kausal. Banyak kegagalan tidak terlihat pada data 
sistem karena warga menyerah sebelum transaksi tercatat. Shadowing dan qualitative journey 
research menemukan beban administratif tersembunyi. Administrative burden dapat dipetakan 
sebagai learning cost, compliance cost, dan psychological cost. 

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai independent evaluator dan penyedia talenta. 
Namun, konflik kepentingan harus dikelola ketika universitas juga menjadi vendor atau penerima 
dana. Preregistration, data governance, peer review, dan publikasi hasil negatif meningkatkan 
kredibilitas. Dataset publik yang dianonimkan atau secure research environment dapat 
mendukung penelitian tanpa mengorbankan privasi. 

Kurikulum administrasi publik perlu memasukkan data, AI, product management, 
cybersecurity, design, dan computational social science, sekaligus memperkuat hukum 
administrasi, etika, demokrasi, serta teori organisasi. Mahasiswa harus mampu membaca 
dashboard dan mempertanyakan kategori di baliknya. Praktikum dapat menggunakan case study 
algoritmik, simulasi insiden, dan desain mekanisme banding. 

Agenda riset Indonesia juga harus mengembangkan konsep dari pengalaman lokal. 
Musyawarah digital, peran desa, layanan kepulauan, pluralitas identitas, serta gotong royong 
memberi sumber teori. Indonesia tidak hanya menjadi pengguna framework global; ia dapat 
menyumbang model birokrasi digital yang menggabungkan skala dan kedekatan sosial. 
Dokumentasi sistematis atas inovasi daerah menjadi bahan pengetahuan nasional. 

30. Refleksi Akhir: Seberapa Demokratis? 

Pertanyaan seberapa demokratis tidak memiliki jawaban biner. Demokrasi birokrasi berada 
pada spektrum dan dapat berbeda antar layanan. Portal pajak mungkin transparan tetapi sistem 
bantuan sulit digugat; aplikasi kesehatan mungkin inklusif tetapi pengadaan tertutup. Penilaian 
harus spesifik pada fungsi, kelompok, dan tahap. Klaim nasional perlu didukung bukti granular. 
Maturity model membantu menunjukkan kemajuan tanpa menutupi kesenjangan. 

Ada empat tes sederhana. Tes pertama: apakah warga memahami apa yang dilakukan 
sistem? Tes kedua: apakah mereka dapat memilih, memperbaiki, atau menolak pada ruang yang 
wajar? Tes ketiga: apakah ada manusia dan institusi yang bertanggung jawab? Tes keempat: 
apakah kelompok paling lemah memperoleh manfaat yang setara? Jika jawaban negatif, 
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kecanggihan teknis tidak cukup. Tes tersebut dapat digunakan pemimpin sebelum menyetujui 
sistem baru. 

Demokrasi juga menuntut distribusi kapasitas. Bila hanya pusat dan perusahaan besar 
memahami sistem, masyarakat tidak memiliki kemampuan mengawasi. Open documentation, 
literasi, akses peneliti, media kompeten, dan organisasi masyarakat sipil yang kuat merupakan 
bagian dari infrastruktur digital. Pengawasan bukan musuh inovasi; ia menyediakan koreksi dan 
legitimasi. Sistem yang tahan kritik biasanya lebih tahan krisis. 

Pemimpin birokrasi masa depan perlu menjadi technology-literate constitutional steward. Ia 
memahami peluang teknologi tetapi menjaga batas kekuasaan, hak, dan kepentingan jangka 
panjang. Ia tidak menyerahkan keputusan nilai kepada teknisi dan tidak menggunakan hukum 
sebagai alasan menghindari inovasi. Kepemimpinan demikian menggabungkan keberanian 
bereksperimen dengan kerendahan hati epistemik: kesadaran bahwa data serta model selalu 
terbatas. 

Pada akhirnya, birokrasi demokratis adalah birokrasi yang dapat dilihat, ditanya, dan 
dikoreksi. Digitalisasi dapat memperkuat ketiganya melalui jejak, akses, dan komunikasi; ia juga 
dapat melemahkannya melalui black box, skala, dan konsentrasi data. Pilihan Indonesia belum 
selesai. Setiap arsitektur, kontrak, dan prosedur yang dibangun hari ini menjadi konstitusi praktis 
negara digital masa depan. Karena itu, demokrasi harus dirancang sejak awal, bukan 
ditambahkan setelah sistem mengeras. 
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Glossarium 

Istilah Pengertian 

Akuntabilitas algoritmik Kewajiban menjelaskan, mengaudit, mengawasi, dan 
memperbaiki dampak sistem algoritmik. 

Algorithmic register Daftar publik sistem algoritmik pemerintah, tujuan, 
risiko, data, dan penanggung jawabnya. 

Automation bias Kecenderungan manusia terlalu mempercayai 
rekomendasi sistem otomatis. 

Birokrasi adaptif Birokrasi yang mampu mendeteksi perubahan, 
bereksperimen, belajar, dan menyesuaikan 
kebijakan secara sah. 

Co-production Produksi layanan publik melalui kontribusi bersama 
pemerintah dan warga. 

Data minimization Prinsip mengumpulkan serta memproses data 
sebatas yang diperlukan. 

Digital public infrastructure Komponen digital bersama seperti identitas, 
pertukaran data, dan pembayaran yang menopang 
banyak layanan. 

Diskresi digital Pilihan administratif yang tertanam dalam aturan, 
data, antarmuka, dan model digital. 

Due process Jaminan proses yang adil, termasuk pemberitahuan, 
alasan, pemeriksaan, dan banding. 

Function creep Perluasan penggunaan data melampaui tujuan awal 
tanpa dasar atau ekspektasi yang memadai. 

Human-in-command Prinsip bahwa manusia memiliki pemahaman, 
kewenangan, dan tanggung jawab nyata atas sistem 
otomatis. 

Interoperabilitas Kemampuan sistem dan organisasi bertukar serta 
menggunakan data secara aman dan bermakna. 

Legitimasi input Legitimasi yang berasal dari keterlibatan dan 
representasi dalam penetapan tujuan. 

Legitimasi output Legitimasi yang berasal dari hasil kebijakan yang 
efektif dan adil. 

Legitimasi throughput Legitimasi yang berasal dari kualitas, transparansi, 
dan akuntabilitas proses. 

Meaningful explanation Penjelasan yang cukup bagi warga untuk memahami 
dan menggugat keputusan. 



 
Rudy C Tarumingkeng Birokrasi Masa Depan Indonesia: Digital, Adaptif, tetapi 

Seberapa Demokratis? 

 

26 

Privacy by design Pelindungan privasi yang ditanamkan sejak tahap 
desain sistem. 

Public value Nilai kolektif berupa hasil, hak, keadilan, 
kepercayaan, dan ketahanan. 

SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Vendor lock-in Ketergantungan yang membuat pemerintah sulit 
mengganti penyedia atau memindahkan sistem. 

Zero trust Pendekatan keamanan yang memverifikasi setiap 
akses secara berkelanjutan. 
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